
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/619/B.U1/HK/201S
 

TBlITANG
 

KASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DARRAH
 
KABUPATEK TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG KOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG
 
PAJAK DARRAH
 

GUBERNUR LAllIIPUNG.
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 157 Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
rnenetapkan Keputusan Guben1u. Lampung tentang Ha&il 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat : L	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat 1 Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang 8erta Kooudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3257/KEUDA Tanggal 5 
November 2015 hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang, 



MEMUTUSKAl'f: 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTAl'fG BASIL EVALUASI 
RAl'fCAl'fGAl'f PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG 
BAWAl'fG TENTAl'fG PERUBAHAIf ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TULAl'fG BAWAl'fG NOMOR 09 TARUN 2011 
TENTANG PAoJAK IMERAH. 

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, sebagairnana tercantum dalarn Lampiran Keputusan ini 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang 
segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan 
sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan apabila Peraturan 
Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan 
dilakukan pembata1an oleh Gubemur sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disarnpaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 29 Desember 2D15 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 
1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang d.i Menggala. 



LAMPIRAN : KEPUruSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/619/B.III1HK/2015 
TANGGA~ : 29 DESE,MBER 2015 

HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN rrULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
 

KABUPATEN TULAN~ BAWANG HOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
 

No MateriRapen:la fIlurnusanRaperda RurnusanPenyempurnaan Keterangan 

1 2 3 

8. Ulldang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
P8....FiRtat. oa.rah (Lemb_n Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan '\.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambaran 
Negara Republik Il'ldonesia Nomor 5587); 

1@. PSF8It1FSFI (;tSFR8FIR\aR ~J9A:l9F i& +aRWR ~gQ7 t8RtSAg 
P8FM~a8iaFi YFlcI&ElR Pe"'8FiRlaR8R SFI'SFiI PtM8FiRtat:l, 
PeFM8riRlat::18R gastral=! PFwiRSi QaR P8~eFiRtaAQR QS8Fal=l 
Ka~wpat9r¥K9ta ~b9~l;aFaR N898rs ~spwblil( IREtsR8sia 
+&I::U:lIR ~Qg7 ~'8~9F 9~. TaFA8~RaR bSFAbaFSR ~J8§'aFa 

(iile,:l..~lil( Irai9R8sia .ISM9F 47.7); 

M Iii M '=' T '" Ii K'A: N i 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH itENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TULAHG BAWANG NpMOR 09 
TAHUN 2011 TENTA~G PAJAK DAaRAH 

Pasall 
Beberapa Kelentuan delam Peraturan itlaerah Kabupaten Tulang 
Bawang Nomor 09 Tah\ln 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang BawanQ Tahun 2011 Nomer 

4 

8. Undang-Undllng Nornor 33 Tahun ~004 tentang 
Perimbangan Keuangan alltara Pemerintah Pusat dan 
pemerinta~i Daerah (Ltlmbaran Negara Republik 
Indonesia Ta un 2004 Nomor 126, TamMtlan Lembaran 
Negara Reputlik Indonesia Hornor 4422); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemor 5597)~ebagaimanatel ph diubah bebenepakali terakhir 
dengan Undang-Undang NOmer 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik IndonesiaTllhun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 

-

MEMUTU$KAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TU~NG BAWANG NOMOR 09 TAHUN 2011 
TBNTANG PAJAK DAERAH. 

Pasall 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah 
KaI;Iupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 
tenlang Pajak Daarah (Lemtlaran Daerah 

5 

- Diktum Mangingat 
angka 8, 11 
disempurnakan 

- Angka 18 
dihilangkan, karena 
sudah diatur dalam 
UU No 23 Thn 
2014 

Frase MEMlJTUSKAN 
tsnpa mengllunakan 
spasi 

- Dil<tum Me.,elapkan 
disempumakan 

- Pasal I, kalimat 
"Deism....• 
disejajar1<an dengan 
kalimat Pel'aturan... 
pada Diktum 
Menetapkan 

- Frase "Klltentuan 
Umum" 

1 OasarHukum 

09,Tam/Jahan l.embaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 09) diubah seba9ai berikut : 

KaI;Iupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nemor 
09,Tambahan Lembaran Daer$h Kabupalen 
Tuiling Bawang NOmor 09) diubah'.ehagsi berikut : 

disempumakan 
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1 

2 

2 

Ketentuan Umum 

3 

1. Keten\uan BAB I Pasal 1 diubeh sehingga berbunyi sebagai berikut 

3. Pemefintah Daerah a~lIlah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 
besertrl perangkat daerah I'BRIIM, elSA ••W8~ Refill IUFlII=-th81 iSlAiIq 
(SKP~ yaFlglaiAsebaglli unsur penyelentJgarapemerintah daerah. 

4 5 

1. Ketentuan lfAB I Pasal 1 dlubah sehingga iil'essl 1 berbunyi I Pasal 1 disempUmakan 
sebagaiberikul: 

3. Pemerintah Paerah adalah penyelenggara urusan Pemerintehan IAngka 
oleh Pelll8lfntah Daerah [)twan Perwakilan Rakyat Daerah disempumakan 
menullJt aafs otonomi clan ilugas pembanluan dengan prinsip 
otonomi se!uas-Iuasnya dalsm sistem dan prinsip Negara 
Keaawan Republik Indone";l1 sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Nega.. Republik Indone$iaTahun 1945. 

3 

3 Pajak Hotel 

0 : LI' . 

2. 

--1'''-'' . ,----­

~IB"'Q, Qlljelt, iwtijBI( EISA "".ji~ Pajak 

Ii Ail III 

_ •• ---­ - ._,.­ • -1-" 

a. QisAWF8 fly&:'~) 'ilBR Ii_ fa) disi6ip"8A 1 (&94101) B)'IH, yak~i By. ~ 8) 
"filR &J8' (3) si'aM~II!lt;t 1 (sst.. ) t:tl:lRJf ylilllAi AYFWf Ii 88lqiAlllIil Pasal 4 
BIMunllyi SI&JSIBi BsFikw': 

po '11K NQ:f:lil 

Pasa/4­
(2) Objek Pajak Hotel adllliah pelayanan .yang disediakan oleh Hotel 

denga/l pembayeran,terrnasuk jass pel\llnjang sebagai k,lengkapan 
Hotel yang s~atl'lYa memberikan kemudahlln dan 
kenyamanan,tennasuk lasmtas olahraga dan hiburan, tJ~k8R liIAtwlt-(3) jasa penunjang sebag,i dimaksud padS ayat (1) adalllh fasilitas 
telepon, faksimile, teleks, intemet, folokQpi, pelayanan cuci.seterika, 
tranportasi dan fasil~as sejenis lainnya ysng disediakan ateu dikelola 
Hotel, r;~S'f "JIJR&Iw:1f ""8F8R iSF1 tBMpst ~ill"F&F1 YSA8 8ap_ EliAiitMati 
slat:! wtflwMAiwlt8R AElRye. '.A8~wAj t:l8tel. 

(381. 14........11 O":jelf Pajall 1 _liIaaett jaB. • "JI... 
FWa",'''-'IM,. w.., ..k hIli.' FIl,M, II.'" Nllllli, IR 
liaR ..s ..iIA)HIlli lIet., 

(3). Iidak t8l'masuk Objek Paj,k Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. jas. tempat tinggal asrama yang disalenggarakan oleh pemerintah 

afa~ Pemerintah Daerah; 
b. jas, sewa apartemen, kondominium dan sejenisnye; 
c. jas, tempat Iinggal di pusst pendidikan atau kegialan keegamaan; 
d. jas, tempat Iinggal dlrumah sakit,asrama perawat,panli jempo, panti 

asuhan dan panti sosialjainnya yang s,jenis; 
e. jas, biro pe~alanan ateu pe~alanan wisata yang diselltngganakan 

olell Hotel yang dapat dimanpaalkan olBh umum; dan 
1. ru"",h koa yang jlImlah kamamya kurang dl'; 10 (sepuluh) 

d..,gln omzat k.....ng dali Rp. 10.000.000,- (s8ltuluh juta 
rupiah) per-tahun. 

a. J..ctwl liaSisR KsslHY 91;8 III shdaaA IBt:liFIISB BB*WRyt Blli.,Si BsFiluM Ketentuan PlISal 4­
disempumakan 
sesuaikan k,tentusn 
Pasal 32 UU N<:> 28 Tm 
2009 

jasa p..,unjang sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah 
fasiiitas talepon, faksimile, teleks, intemet, folokopi, pelayanan 
cuei,seterika, tranportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediaqn alau dikelola HQtel. 
Tldak tetmasuk Objek Pajak Hotel seblgaimana dimaksud 
peda aye! (1) adalah : 
I. jasa lempat tinggal a$rama yang diselenggarakan oleh 

Pemltrintah atau Pemenntah Daerah; 
b. jass ,ewa apal1ennen, kondominium dan sejenisnya; 
c. jass tempat tinggal ll/ pusat pendidiklln ateu kegiatan 

keaQ'maan; 
d. jass tempat tinggal dirumah sakit,asrama perawat,panti 

jornpe. panti asuhan d&r1 panti sosiallaiMya yang sejenis; 
e. jasa biro pe~alanan atau pe~alanan wisate yang 

diselltnggarakan oleh Hotel yang dapat dlmanpaatkan oleh 
umum; dan 

f. rumah kos yang jumlah kamamya kunang dali 10 
(sepljluh) dengan omzet kurang dari Rp. 10.000.000,­
(sePIIluh juta rupiah),per-tahun. 

(2) 

Ketentuan Pasal 4 diubah sehin9lla berbunyi sebagsi berikut: 
Pasal40 

(1) Objek P,jak Hotel adala1l pelayanan yeng disediakan oleh 
Hotel de"gan pembayaran, tenmasuk jasa penunjang sebagsi 
kelengk8pan Hotel yang st1atnya memberikll/l kemudahan dan 
kenyam&r1an, tenmasuk fBsilitas olahraga dan hiburan. 

(3) 
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4.- Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga b4!rbunyi sebagai berikut: 
Pasal7 

Tarif Pajal< Hotel dikenakan secara Progresif, dengan klasifikasi 
sebagai berikut : 
a. Tarif ?tjak Hotel, keles Hotel Ekonomi atau Hotel yanll fasilitasnya 

setara dengan Hotel Ekonomi, ditetl1pkan sebesar 4% (empat 
persen); 

b. Tarif Plljak Holel, kelall Hotel Melati atau Hotel yang fasililasnya 
selara·<lengan holel Melali, ditetapkan llebesar6% (lilTlll parsen); 

c. Tarn Ptjak Holel, kelClll Hotel Bintang lItau Hotel yang fasililasnya 
selara dengan Hotel '9inlang, dilelapkan sebesar 10% (sepuluh 
parsen). 

D~ Lt'''''''4i......--d'-i .. _."l:'­
&flat TSFWlilRS Pajali 

Pasal itA, 
(1) Pajslt 1-19'sl raRfj t8M8Rg teFjsai fiJ8~fi saat tiUiFFlIi8r~F8R Itspsaa 

QraR€I PFi~aeU ataw liaa8R yeRS RlSFlg""SElRSliQR 1-18t81.· 
(3) g8la~ Ral ~8F¥1BaYSFQR Eliialtwl'dlR S9~81"FR peiaYliR8Fl 1-18&81 

SiBsr:iIl&A, Pajelt T8F\d8Rfj tsFjaSi fiJaaa s8at ailalu\lIliQR 
pSMeaYSFaR. 

3. 

4 5 

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pa$al 7 berbunyi IPasal 7 
sebagai berikul: disempumakan 

PaSEll7 
(1) Tarif Pajak Hotel diletapj(an sebagai berikul : 

a. Tarit Pajak Hotel, ktlas Hotel Ekol1omi atau Holel 
yang fasilitasnya stlara denganHolel Ekonomi, 
dilelllpkan sebesar 4% (empat persan); 

b. Tarif Pajak Holel, kelas Hotel Melati atau Hotel yang 
fasili1asnya setara dengan hotel !Atlati, dilelapkan 
sebesar 6% (lima persen); 

c. Tarif Pajak Holel, kalas Hotel Binlllng atau Holel 
yang fasilitasnya salara dengan Hotel Binlang, 
dilelllpkan sebesar 10% (sepuluh parsen). 

(2) Kelas Hotel sebagaimana pada ayat (1) berpedoman 
pade l«I!enluan peraturan perundanq-undanqan yang 
berlaku. 

Pasal SA dihilllngkan 
sesuai kelenlLJan 
Pasal 101 UU 28 
Tahun 2009 

i. ~wal::ll IisgiaR Kesel.. IiA& IV aiwBst:l, Psssl 1g ayat (~) aiw88R. 
Itet8RlWsR Praial 1a siwssf:t, QagisA paEle liAR Pe' silsFFlsat:t 1 
(&atl:J~ sagiaR yalVili ~'ii8R Iwtiga seFta E1isAtera ~as~ 1<I seR 1i 
"i&i8ipl(i~R 1 (8811=1) pasal yal'Ri J1Qsal 14A 8sf::1iAtlie e8SSFa 
Ilsssl...rWRelR QA.& IV 99r9wRri &s~a!&i Bsrilt4it : 

II'\1i11\f 
aA IAII aC~TnDAId 

QasiaR K8&a~W 
'J8~B, Qsjeh, Swl:ljelt PEljail .A'IJajitl Pajilk 

PaBala 
n.ar, ..., ft"O D""~ C_ r i , ,. JOu">. +i 1 ..,. ... 
- 'dI-" , O""0f" _ •• -­ -. 'l:ji_. r-J-n _ -­ f+' --' , 'W'" 

yeR! ei68QjaluiR elsR RsshfFSA. 

Angka 6 Pa~1 9, 10, 
11 dan Pal>al 12 
dihilangkan, karena 
sudah dimuat dalam 
Perda No 9 Tahun 
2011 

!~ 
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1 2 3 4 5 

Pasal 1Q -
(1) Q9ielt Pajalt Rest:9Fa" saalsR ~8layaAaA )'aRB si&8~i8ksF1 eleR 

Rss&eHiR. 
(&l) PaISY'RaR )'QRi ~i8.&ti81W1A RssteAiR s8~afJaiFR8Ra siMaltsyQ 

,asa Elyilt '1) R=lslipuli pelaysRSlA peRjwalaR FRalt8RlitR S8IRJS\a. 
R:liRWM8R yaRS eil(8A&wt:Asi slst:. pSFR~eli, 8ail, silteRSlclIA:tli iti 
teMp. psiayaR8Fl M_JaWR si tSFflpat:. 

(3) 1'isah tSFFR8swit e~.t( pajalt F88t9rElR &9~a8aiffiaRlfi SiMSluiYS 
piNa ayat (1) BaslsA peiayeR8R va. sis9€1ial"lR el8R FelteriR 
yaRg Rilai peRjwealaFlFl)'Q yael.. MslBt;iRi &1.... .....Rt.. yaAI 
tlit.,.kilR flsRlaR P......FaR lIyp"',

Pae.,11 -
(1) SwJijek Pajak RsstSAlIR asalal=t eFaRt pFieiil"j ataw QasaR yaR§ 

fR8R=tgeli ~al(aRaA saAlslaw FRiRWM8R sari FesteraR. 
l&l) 'A'ajila Pajalt Rs steniA asalal=l 9FQFlg pFilaasi stew HaseR ySRfJ 

FR9Rfflflsal=;taltSR RestaFElR. 
iagiaR I(SSY8 -

g.ar PeRgSRa8R +aFif 9SR ~BFa PeA6AiiYRgaR Pajak. 
PII••• 'ta 

gasar ~8R68R8aR Pejelt 'IRS&&8FelR BSal" jWFAlal::1 ~9FR8a~FQR yaR@ 
ai.sRFFlB at.... raR!' ssl=IsR:l8Rya Elit9FiR'1& RSt!i&SFBR. 

4 Pajak Restoran Pasal13 4. Ketentuan ~sal 13 diubah sehingga Pas4d 13 berbunyi Pasal13 
Tam Pajllk Restoran dilleR.haA .Ieara PF91Fesifw 5I.AgaR sebagal beriklJt: disempurnakan 
killsitikaai sebagai berikut : Pasal13 sesuai ketantlJan 
d. +aFif laajab R,R'F.III IiIIAlilH nilai rcenjualan/O~ melebihi 

Rp. SOO.OOO,- (lima 'ratus ribu rup ah) sampai dengan Rp. 
Tarlf Pajak Restoran dlte~an sebagai berjkut : 
a. nilai penj4a1anlomzet dilltas Rp. 500.000" (lima ratus 

Pasal40 UU~8 

Tahun 2009 
1.000.000" (satu jutaNpiah) per·Bul~, ~i••aIlIIaR llebesar 5% ribu rupild't) sampai dell9an Rp. 1.0oo.tloo,. (8IItu juta 
(lima persen); rupiah) per-Bulan, sebesar 5% (lima persen); 

e. :Jam Pajak ~S"ll_ ~IlRIIIIR 
Rp. 1.000.000,· (sll1u juta 

nilaiJ:mjualaniorTlZ4t melebihi 
rupi ) sampai dlIngan Rp. 

b. nilai penjlllllianlomzet Rp. 1.000.000,- (satu jute rupiah) 
sempai dsngan Rp. 2.0011.000,' (dua jUts rupiah) per-

2.000.000,- (dua juta rupiah) per-Bu",", ~i'Il&allkaA lSebesar 8% Bulan, sebesar 8% (delaplln parsen); 
(delapen persen); c. nilai penjualanlomzet Rp. 2.000.000,- (dlla juta rupiah) 

f. TilFif Pajah ~8&t8FaA deAlaA nUai cenJualanlOIl1Z4tt melebihi per-Bulan. sebesar 10% ~puluh persenl. 
Rp. 2.Qoo.000,- (dua jllla rupiah) per­ ulan, ~i.etaIiIillR sebesar 
10% (sepuluh persen). 

Pa.ali4 - Pasal 14 dihilangkan 
i8S8FRya fi8h9lt ~ajal't F8ltt9FaF1 Y8R~ tSR4isFli iit::litWR!, .Fl@BA BaFEll 
R=l8Rlslilt811 teRf pajali eelillS&liR'18Aa siFAalt"we salsR=l paset 14 E1aRgsR. .. _..~ 

karena sudah dimuat 
dalam Perda No 9 
Tahun 2011 
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1 2 

Pajak Hiburan 

4 

PaSlll16 
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelanggaraan Hiburan 

dengan dipUl'lgulbayaran. 
(2) Hiburan sebllgaimana dirneksud pada aya!(:1) adalah : 

a. tontonanfilm; 
b. pagelaran kesenian, musik., tali danJatau busana; 
c. kontes kecantikan, binar89a dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, k£;lraoke, klab malsrn dan sejenisnya; 
f. sirkus, akt'obat dan sulap; 
g. permainan bilyard dan boiling; 
h. pacuan kuda, kendaraen bermotor dan permainan 

kelangka$an; 
i. panti pijal, refleksi, mandi uaplspa dan pusal kebugaran 
(filness center); dan 

j. pertandifJlllan olahrags. 
(3) TIdak tertnasuk Objek Pajak +Iiburan adalah 

penyelenglNlraan hiburan yang lidak dlpungut beyarlln, 
hiburan dlilam rangka acara pemikahll/1. upacara allat. 
kegiatan k.gamaan dan sejenisnya sarta kegiatan Vang 
diselenaaal1lkan oleh P8I1Illrintah dan Pe.rintah deerall. 

5 

Pasal 14A 
dihilangkan, 
sesuai ketenluen 
Pasal 105 UU 28 
Tahun2009 

BAB V PltliIal 15 
dihilangkan 
karena sullah 
dimuat daillm 
Parda NO'$ 
Tahun 2011 

Pasal 16 ayel 
(2) huM g, 
disempurnakan, 
disesualkan 
dengan Pasal 
42 UU No 28 
Thn 200$ 
berdasarkan 
Kepulu~n MK. 
Nomor 
274/PAN.MKl20 
11, p9l'mainan 
golf bukan 
merupakan 
objek pajak 
hiburan 
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1i.liM Ketila 
18" T8FUtaRil Pajak 

P.8.114A 

IiA8-¥ 
P""K I-lIIiYM~1 

QagiaR ~&8tw 

NSFR8, Qsjeh, SttlBjelt ~ajah ~aA IMajill l2ajak 
01......... 1 41:. 

Pasal16 
(1) Objek Paj,k Hiburan adalah jasa penyeltnggaraan Hiburan dengan 

dipungul myaran. 
(2) Hiburan Sllbagaimana ditrnlksud pada ayat (1) adalah: 

a. tontonen film; 
b. pagelar"n kesenian, m4sik, tari danlalav busana; 
c. konles kecantikan, binaraga dan sejenililnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab rnalarn dan sejenisnya; 
f. sirkus, ,krobat dan sulap; 
g. permainan bilyard, ~n boiling; 
h. pacuan kuda, kendaraan barmotor dan:permainan kelallgkasan; 
i. panti pijat, refleksi, mandi uaplspa datl pusat kebugaran (fitness 
center); d"n 

j. pertandingan olahraga. 
(3) Tidak termasuk Objek pajak Hiburan adalah penyelenggaraan 

hiburan .~ang tidak dipungut bayaral1, hiburan da"m rangka 
acare pemlkahan. upacara adat, k.giatan keagarnaan dan 
sejenisnYII serta keglatall yang disele",garakan oleh, pemerintah 
dan Pemerintah daerah. 
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SegieR ltCes",a 
gElS" PSR!8AaaR, IaRt saA Gar=a P.RgRitwRgaR Paj.l( 

P•••,17 
11 ) g",lejel'i (IRaiaiE l-liBl::IFBR a&lalat:l 9F8RB fJFi~a~i ataw iaegSR yeRi' 

Ff18F1ihFRati l-liSWFEIIR. 
l:d) 'oOJajita IRejak l-li~b1F8R 18alal:l 8FaRB ,riJiEiu:jj &Haw _QaR yaRI 

R:l8A~e III"flilIlFS1UiR l-li~"AaR. 
P•••118 

11) 98&8Ir R.Rfl8A88R Pajal( l-litiwr8F1 adsleR jWFRISR !:liaRS ytlFli SMSRfA8 
Btaw yaAI &8~8N&Rya ei:leFiFft& &18R ,uiJRyelsR8BElF8 Wi~wfS:FI. 

(:d) JWMla1'4 WBR~ YQRg &&l~aR:I&RY8 dimri,"s &8sligaifl:l8RII Eili",al(sl::I& 
liege 8)f..t (1) 1eFfR8Swh petsRElQR l=Iar~8 gaR tiltst &WFllEI SYfo'AQ ySRfj 
sis8riluiR l.epees pSRsFiFAa jass l-liliWRilR. 

Pasal19 
(1) Tarif Pajall untuk setiap jenis hiburan diletapkan sebagai ~rikul : 

a. Pagelaran kesenian rakyaVlradisional, sebesar 5% (lima persen) 
dari halga tanda masuk; 

b. Pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat sulap, pertandingan olah 
raga, '(tennasuk pertllnjukan, parmainan dan atau kerarnaian 
berupa ternpat-ternpatwisata, taman rekreasi, pasar I1l$lam, keIaFA 
F8R8A@, t8R=1lial pSFRSlFlI$iRgaR, seluncur es (es skating) dan kareta 
pesiar) adalah sebesar 15% (Elwa "YlIl:! liFlls "SRlSA) dari herga 
landa masuk; 

c. Tontonan film, sebesar 13% (Elwa " ..JloIi:l "9Al9R) dariharga landa 
masuk; 

d. Pagelaran musik, lari, sebesar 1liq, (Ij.. a "wlwl:! liFlls ~9rssR) dari 
harga tanda masuk; 

e. Lomba paeuan kuda, kendaraan bermolor, sebesar 18% (liila 
" .. IWR IilSAl9R) dan harga landa rnasuk. 

(2) Tarif pajal< untuk penYlllenggaraan hiburan selain SElbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilelapkan sebagai berikul : 
a. permaman kelangkasan manual, elektrlk, dan eleklronik (lermasuk 

yang qiselenggarakan game cenler), sebesar 18% (tilla " ..lwl:! 
"arsaR) dan pembayaran; 

b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, boling, ~ sebesar 18% 
(tilla " ..1..1:1 "SF&9R) dari pembayaran; 

c. Mandi uap/spa, pusat kebugaran, :pagelaran busena, kontes 
kecanlikan, sebesar 15% (~Wi1 ~..lwl:1 liMa fUl F& 8 R) dari 
pembClyaran; 

d. Karaoke, diskolik, kJab malam, ruang musik (music room), balai 
gila (singing hall), pub, ruang salesa musik (music lounge) dan 
seienisnva sebesar 20% ,., .,.. dari pernbavaran. 

-

-

6. Kelentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19berbunyi seba91i 
berikut: 

Pa$al 19 
(1) Tarif Pajak hibUran dilelapkan sebagai berikut: 

a. Pagelaran kesenian rakyaVlradisional, sebesar 5% (lima 
persen) dari harga landa masuk; 

b. Pameran, pertunjukan, sirkl,ls, akrobal, sulap, pertandingan olah 
raga, (termasuk pertunjukan, permainan .den atau keramaian 
berupa lempal-lempal wisata, laman rekreasi, pasar malam, 
seluncur as (es skating) adalah sebesar 15% (lima belas 
parsen) dan harga tanda masuk: 

c. Tonlonan !lilm, sebesar 1$% (liga belas parsen) dari harga 
tanda rnasuk; 

d. Pagelaran musik, tari, dan atau busana sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari harga tanda masuk; 

e. Lomba paeuan kuda, ktndaraan berrnolor sebesar 18% 
(delapan belas parsen) darJ harga tanda masuk. 

(2) Tarif pajak untuk penyeienggaraan hiburan selain sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1), dilet"pkan sebagai berikut : 
a. perrnainan ketangkasan manual, elektrik, dan eleklronik 

(termasuk yang diselengg;llrakan game canter), sebesar 18% 
(delapan illIlas persen) dan pembayaran; 

b. Panli pijal, refleksi, permainan bilyard, boling, sebesar 18% 
(delapan illIlas persen) dan pembayaran; 

c. Mandi uap/spa, pusat kel:)ugaran, pagelaran busana, knntes 
kecantikan, sebesar 15% (lima belas persen)dari pembayaran; 

d. Karaoke, diskolik, klab malam, ruang musik (music room), balai 
gila (singinp hall), pub, ruang salesa mus"" (music lounge) dan 
sejenisnva sebesar 20% (dua puluh persel1) dan pembayaran. 

Pasal n7 dan 
Pasal 18 
dihilangklln, 
karena sudah 
dimual dalam 
Perda No 9 
Tahun 2011 

- Pasal,19 
disempurnaka 
n, disesuaikan 
dengan Pasal 
16 Raperda 

- Kolam renang 
dan kolam 
pemanC;ingan 
bukan 
merupakan 
objek pajak 
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~.alaO 

88sElr::sn Peltelt Pajalt 1-liBWfaR. yaRf' tSFWteRg aiRitwFlii ~.RiaR SSFS 
-

-

-

-

7. Ketentuan P.I22 diubah sel'lingga Pasal22 berbunyi sebaClfi 

Pasal 20 
dihilangkal. karena 
sudah dimuat 
dalam Perd$ No 9 
Tahun 2011 
Pasal 20A 
dihilangkan, karena 
sudah sesuai 
ketentuan Pasal 
101 UU 28 Tahun 
2009 

Pasal 22 
disempurnakan 
disesuaikan 
dengan Pasal 47 
UU NO 28 Thn 
2009 

FM8RfisliiteA _Fit 89sagsit'lEiR' ~iR=llil(&blEi sa_FoR "8881 ~1 S8R88R aessr 

6 Pajak Reklame 

':UIRgSRSEIR Poajah f.i8&8gaiFR8Aa EliFflShsws SQYaJA Fissel ~g. 

••••A Ketig8 
1.1Il1=8RJtaAI Paj_ 

P.... 3Q,O;. 
(1) Paj" MltaYFaR yaRIL l'AltaRI '.ljarli pada _. II,FRlaavIFBA 

kapalla 'ONFlI PFiliaasli ..,... liadaR yaH. FRIAIYI.aka,. Willy,a.., 
(3) DalalR _I p8... litavaFilR dilillulkaR 8.1t.1"", 1I,lay••A MiIilHF8A 

slilita,ikM, Pajak l:eN&ilRI 'erjaEli p.liI. e.iM liIilakwkaA 
,8A1l1avtAlRu 

iI. "wswl l!Ia~laA I(ssstw &1,,\1 \(1 EJil:llssl=l, pede BAR VI ~ita~~al:t 1(SEMW) 
ti8SisFl yel~i BElRisR 'uali_ eaR passl ~, lie &leR ~ Eiws.I=I, SiSRtQAil 
psssl f38&411 ~7 ElSR fiJ8S8:1 aa liiti8i&i~hi8R 1(68tW) fiBsal )'al~i passl ,37,A., 
pasEI &/'.& VI sitsFRssl:l 1;,~sa~) SQSiQR yaliA; eagieR hstigs ssRiRssa 
sesarshSllslwFWFl8R 9,\8 '-...1 tiSF8l::JR)'i estis,ai 8srilQslt: 

8.'\& ,~ 

R4\.IAK IiIIiKI.....M& 
IlissiaR Kssatw 

~laRlla, Qsj9h, g..9jel< Pajal< QaR Wajilll Pajak 
Pasal31 

Q9Rg8A ~lafRa Pajal< 141~8FR8 sipYRe",t Pajal( a18l& sstiep 
pBRyeleFl8S8Fa8R Rel'il8FR8. 

Pasal22 
(1) Objek Pajak Reklame ad.1llah semua penyelenggaraan Raklame. 
(2) Objek Pajak sebagaiman$ dimaksud pad" ayat (1) meliputi : 

a. Reklarne papan/billboardJvideQtronimegatronJ IaI'ife 
811sltIBAie "isplay IIs!5gJ dan 88jenianya; 

b. Reklame kain, viAV' SEtR Sej9AisRya; 
c. Rekl..., mel.kat; -....Sitll paiAliRlil; .'iller litaR sej8RislW)"aj 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, terrnasuk pada ke~araan; 

f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame suara; 
i. Reklame film/slide; dan 
j Reklame peragaan. 

berikut: 
PaslI' 22 

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 
Reklame. 

(2) Objek Pajak$ebagaimana dirnaksud pada aY$t (1) meliputi : 
a. Reklame papan/billboard/videotronlmegatron dll/l 

sejenisnya; 
b. Reklamekain; 
c. Reklame IT18lekatisticker; 
d. Reklame'~elebaran; 

e. Reklame :berjalan, termasuk pada kendlraan; 
f. Reklame.l,jdara; 
g. Reklame "pung; 
h. Reklame~uara; 

i. Reklamelllm/slide; dan 
j. Reklame.l)eragaan. 
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(3) Tidak:termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah : (3) Tidak lermasuk sebagai Objef\ Pajak Reklameadalah: 
a. penyelenggaraan Reklame melailli internel, televise, radio, a. penyeleng~araan Reklame melalui intemet, televise, radio, 

warta harian, warta mingguan, wart4 bulanan, dan sejenisnya; walta ha an, warta mingguan, warta bulanan, dan 
b. lab$IImerek produk yang meleket pada barang yang sejenisnya; 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dan b. label/merek produk yanll meleket pad!l barang yang 
produk sejenis lainnya; diperdagangkan, yang beJfungsi untuk IT1$mbedakan dan 

c. nama pengenal usaha atau pratesi yang dipasaog I118lekat produk se~nis lainnya; 
peela bangunan tllfllpat usaha "u pratesi de",an ukuran c. nama pengenal usaha lltau profesi vang dipasang 
tid.k melebihi 0,25 meter persegi, atau yang melekat pada bangunan tempat usah41 atau pratesi 
dlselenggarakan '$8Suai dengan peraturan khu8US yang atau yang disalenggarakan sesuai dengan peraturan 
I118ngatur nama pengenal usaha atau pratesl tel'll8but; khU8US y,ng I118ngatur nama psng8l1ll1 usaha atau 

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau profesi tersebut; 
Pemerintah Dae...h, Perwakilan Oiplomatik, Perwaldlan d. reldame yang diselengg'rakan oleh P4merlntah atau 
Konsulat, Perwakllan Perserlkatlln Bangsa-Bangsa serta Pemerintal1 Daerah, Perwakilan Diplomatik, 
BalIaniLembaga )&1ng bemaung dibawahnya; Perwakilal'l Kon8ulat, Perwakilan Perserlkatan Bangsa­

e. reklame yang diselenggarakan Sltmata-mata memuat nama Bangsa serta BadanlLembaga yallg bemaung 
tempat ibadah, tempat pantt aSllhan, tempat panti jompo dibawahnya; 
dan panti sosiallalnnya yang sejenis; e. reklal118 yang diselenggllrakan 8emata-mata memuat 

f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partsi nama t8f1lpat ibadah, "mpat panti alluhan, tempat 
PoUtik dan Organl$asi Kemasyarl\katan. panti jompo dan panti sO$ial laimya yang sejenis; 

f. reldal118 Yllng diselengg4rakan untuk :t9iatan sosial, 
Partai Politik dan Organisesi Kemasyar alan. 

Paeal23 - Pasal 23 dar'l Pasal 
1) &1tlI~sh Pajah Rel~laFM9 BislsR 8FSRI ~Fi~a&Ji stew SassR ySRg 24 dihiltlngkan, 

F'19RS""Flal(8R ~8hla~•. karena suda'" dimuat 
~l \Dlajis pajal, RiI,laFF18 asal. 8FSFlg pri&ssj ataw ReEisR YSR@ dalsm Perds No 9 

F¥19Ai~Ral(QR Rel,IIiIFAt. Tahun 2011 
31 QsIsFR l=Ial Rel~aFR9 si,eI8R@€l8FaIWiR &SF-HiliA 888ara IMg&WRi Ble~ 

9FaR€I ~ril)asi &Maw QEtElSR, 'o"reji8 Pajal( R81~laFRe ~8Iat::1 9FaRil 

pr:iS8si atabl i88SR tSFes8wl. 
41 QalsFR Rsl ReldsFR& SI&8IsAi98FS1,SFI FRslsl..i piRQI't I'filisa. pif::lsl, 

I,stiffs l&FS8Bwt FRsFljasllO}ejiB f2ajalE ReldsFRs. 

issiaR Ke8wa -
gaear 128RSSl9RS8R, 1=arif 9SR SaFe PSRgl::litWRgSFI Plljal1i. 

Pillal34 
(1) QSS8f PSFlg&RaaR Pajlll,Rel,laFRB a8~8R ~JiIai g9\'Js Reldslfl:8. 
(~l Qala", Ral ReidaFR8 &tiseleRggaFalulFT elsR piRSI< ttstiss. ~Jilai 

$8'11S Rel,lsFR9 8sl;sgaiFR8RS siFRsl1i81418 ~Q8e erst (1) aitBlal9lEaR 
IasFsa.aFl'8R Rilsi li8R&rsh ReldsFR&. 

,
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(al QalaRt l=Ial Rel11alfls 8i&819R88aFaI,aA"8~8iFi, ~Jilai g8'tJa RsidsAt8 
1888SshflilR& eiAlah,w8 pass 81fat (1) QiRit"lIIi sSRgaR 
~8FRp9,*,a'i1uiR fQkt9F JSRis, IaSR8Fl ySAB EligwRlttSR, Isl'C8Si 
PSRS"'listaR, wel'ilY filIAyelsAggSFaBR, j"FRI9~, aliR WhWt=aR R=l8sia 
Asl\lsfiR9. 

(4) gala", f;laal .1iI&1i gS'lJ8 ReldsR=l8 s9~ag4ijRuiAB EtiAtIlIi&ya pass ayat 
~) tiljah ajl'iBl8~"::'Ji SeFk1RElW BiaF181~p liBBlt VJBjSF. ~JiI&1i i8¥18 
Rsl\lsfiRS sitfJtapl(a~ BSRgSA FR8ABBWRSI\8R _t'iter fQl'r\Qr 
IS8ailSiA:lilRiI BiAl91w;~8 pasEi ayat (i). 

(il PSFRit\lllRi8R .'ilai 88't";a ReidsFR8 ElitstaplsR 89AgsfI PSFatWFaR 
RWfjlit1. 

Pasal25 8. Ketentuan PEjsal 25 diubah sehingga Pas,1 25 berbunyi Pasal 25 
(1) Tari' pajak HRtwl( jeRi. pajak reklame ~iI,'a.itika8ik.A sebagai sebagai berik41: disempumakan, 

berikll1: Pasal 25 sesuai Icetentuan 
ii, R~Ma ,eAgIRa' ..saha yaRI &lip ••RAg FRIIe'liM p.lila (1) Tarif pajak reldame ditetapk$l sebesar 25% Pasal 50 UW No 28 

tiI.MIHAaR .lAp....aha lI8Ala.. WltWFaR M.lelJihi 0;31 (2) Besaran pokOk pajak Rekilime yang tell,ltang dihitung Thn2009 
.,ti.F ' ....gi ••,..pai d8AliI.. aRUit.r p.Alegi, &aM fJajak dengan care mengalikan i1arif sebagaimllna dimaksud 
&lit••pltaA••Ia•••F11fJ'i pada ayat (1) dengan dasar penqenaan pajak 

b. P8AYS.BRIRIRIaR F8klafR8 ••Iai.. slltagailRaA. "i~k...iEI sebagaimana dimaksud cia*" Pasal 4. 
Plllllla aylll1111111A1f a, 'aFi' pajak ditetapkan 25%. (3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok clan 

(2) Besaran pokok pajak Reklarne yang terutang dihitllng dengan minuman berllikohol nilai pajaknya ditamblllh sebesar 25% 
cara IIlengalikan tarif sebagalrnana dimaksud pa<!a ayat (1) Idua puluh lima persen) dari nilai pokok pajllk. 
dengan dasar pengenaan pajak sebl!gaimana dimaksud dalam (4) Dalam hal Reklame yang telah dlt\lrunkan oleh 
Pasal4. penyelenggara reklame, maka harus memberitahukan 

(3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok dan IcepadaDinas Pendapatan dtlam bentuk tertulis. 
minuman beralkohol nilai pajaknYll dltambah sellesar "* (5) Dalam hal Reklame yang telah dit\lrunkan oleh 
(URl. 11'111111 pIFII8AI dllri nilai pokok pajak_ penyelenggara reklame :dan tidak mllmberitahukan 

(4) Dalam hal Reklarne Yllng telah diturunkan oleh penyelenggara kepada Dina. Pendapatan dalam bentuk tertulls, maka 
reldame, maka harus member11ahukan kepada Dinas dianggap tetllp terpasang "",klame dan tetap dikenakan 
Pendllpatan dalam bentuk tertulis. pajak reklam4l sebesar kete:tapan pajak pada masa pajak 

(5) Dalam hal Reklame Yllng telah diturunkan oIeh penyelenggara sebelurnnya sesuai dengan peraturan dlln perundang­
reldarne dan tidllk memberitqhukan kepa<!a Dlnas undangan yang berlaku. 
Pendapatandaillm btmtuk tertulis, maka dianggap telap (6) Dalam hal IIekiame belum tensi space Iklan (kosong) 
terpasllng reklame dan tetap dikenakan pajak reklame sebesar tetapl menCllntumkan gamllar, tulisan _au sejenisnya 
tetapa" pajak pada ;MaBa pajak seI>eIumnya sllSLjai dengan yang bersifat promotlf, telltp dlkenakan pajak sebesar 
peraturan dan perundllng-undangan yang berlaku. 25% (dua pullJh lima persen) dari nilai pajak normal yang 

(6) Dalam hal Reklams belum terisi SfHIce iklan (kosong) tetapi dihltung par-l:lulan. 
rnencantumklln gamber, tulisan atau sejenisnya yang bersifat 
promotif, maka tetap dikenakan pajak reklame sebesar 30% 
(tiga lIIJ1uh parsen) dlUi nilai pajaknonnal yang dillitung per­
bulan. 

I.
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(7) Apabil' suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih (7) Apabila su8t\I objek pajak reklame dapllt digolongkan 
dari ll$u janis reklal118 sebagaimanll dirnakaud dlillim pasal 2 lebih dari s,tu janis reld.me sebagaimllna dirnaksud 
ayat (S), maka nilal P'liaknya ditate""an menurut jeIlls reklarne dalam pasal 2 ayat (3), IIlIIlka nilai pajaknya ditetapkan 
yang nilai jual objek pajak reldamenya paling linggl. menurut jenls reldame y,ng nllai jull objek pajak 

(8) Apabil, suatu objek pajak refr;lame lokasil1ya dapat reklamenya paling tinggi. 
digolongkan lebih d/lri mu jenis kelas jalan, plaka nilai (8) Apabila sulltU objek paj-tl reklame lo~asinya dapal 
pajak.ya ditetepkan manurut kela. jalan yang nilai _a digolongkan lebih dali satu jenis kelaa jIllan, rnaka nilai 
slrateglsnya paling tirlggi. pajaknya dltetapkan rnenunjt kelas jalan yang nilai sewa 

strategisnyatpaling linggi. 

~alal at - Pasal 26, 27, 27A , 
(1) "Uai Sew. ReitiaMI .81i1.pi~aA. ~i...aklwsl palla iii.... al dihilangkan 

iiVIM 1(4 J ElihilwAI .......flsaA RUai Jual Qhjek PaMk Relil81M1 
(NtlQlaR) ElaA Nilai' SirMllie Pa_.aAlaA Reltl•• (~laPIil) 
118A"M NIA... NIR- NclQPA + JI&PfI,. 

(a) N.JOM ••laagaiM". sliM.k8'tti ,a&la ay• (4) slit.itllIRI 
.,.....FkaA ..ky,... NklaAiI (YA) l:IaA Nilai "'Rl, Rek:h1FA8 
(tURf 118AgaA RUR". NdQPR ­ laiR J( N.lR. 

(3) Plilili alr....gi. PS"'HaAlsn AeklaAt8 (N&PItI dil:litYAg 
lieN••FIlaR KetiAI,iaR PenepaAI ~81f1&1f11 (TI2~ sla" Nilai 
."'atil818 tNI) 88F11_ AIM... I NIP~ -1=PA I( NiRt 

(4) tle.1I fil8Fhi"YRlLaA Nilai i.yra AeklaIR8 ••ta_flaiMaAR 
.tiMalfsy" palla ay_ (1), laY. (2) dRR aval (2) Elitl'ilfikaR 
88AifiliR PI....AlR i ..pati, 

12•••137 -
ieS8FelR I9sd,el. pajak Reh1ElR'l9 yaRS tsR::ttaFl8 giRitwFl~ "SAgaR saFe 
Ffl8RElIiIil(Q'- taFif &8sagsiFR$AS Eli~al,"ws Iifl~Q fisssl 3i geFl~aR "esar 
~8R!!I8R~ ~sjElh &&tiasaiAllllSRa EliFRal(swa liasa p8sal 34. 

liegiaA Keilia -
"at +aRlIaAIL P';.lt 

Pas.2J..o.. 
Pajak RaWaflis yaAB t.NflaAI t8Fj_i ,"..lia .aat p8Ay.lsRlLlaHiaR 
AeitlilM8 .all dil.FlaitkMAya &Kl2g, 

Paesl aQ - - Pasal 89, 90 
ilalfiJElti ElSf)$t FR8R8FBititaR :.l'pg sfJitiila : dihilargkan 
a. Pajal('''slsf:R l'aRwFI ti'e.jalsR tjist< ataw IWFaFl@ aiBsysr; - Sanksi dimuat 
~. Qari II'RslitiliA STPg tSFsapat l(sl(WFBRi8F1 pSFRBayaraA selisgai dalam Perda 

Qltililat esJaf:1 ..lis Elan/Maw salsR RitwR~1 penguranganlkeri 
s. l;Olajie:,sjak 9il~RElltaFl.8aRI~i a"~iRistFatif B8FWfJa iilWR88 aSR!e&sw nganan dan 

ElSRSS; Peraturan Kepala 
~. PIRalllll.A Pajak teFlltaAI daA p'MIa,FiIlA .....i diatH' "alaM Daerah 

-~. . 



- 11 ­

1 2 3 4 5 

Pasal gg -
(1) PMIgit:laA Pajak l&I.pllllil&l(1I11.8 Seilltilua "aR lilkaligy•• 
(~) P~al( ySRS 18rWisA8 ~8FQa&aFliaR 8PPT, 8KPQ, iKngKiiI, 

iKPgKIiiT. i+PQ, iWFst K8~Wt"&ElA P8FR~BtwI8F1. 5wrat Ks,wtWSIilR 
K&91i1FatSR &lElA P""YSSR iElR&liRi iYSR8 tifiali Ellsw t'tWr8Ri diBsysr 
s laR tAJsjili Psjali pads WIilI'itYRya dapat "j'8Sil:1 Q8 R88A gW'EM 
j;lQkee, 

(3) +&Iia ,a,. PIAiI."... Pajal( IIII.hllhaM 1.liltik. lIaA ••Italig... 
.... PeAaBihaR Pajak 118AIIA IWAM Pal'lI. &tiM'" 51IA," 
Per.YFaR IIwp"l, 

(4) KI"At..aA FeRRill HAluk pI.klRRaaM P·••llhaFi Pajak 
&IURkUhi.A Bek.Ulta daR .lkIIiS"· 8,Aa PIAasill... Pajak 
8I8AIIA au,. Rake. &lilakl....kaA 1a."'.sallkaA fl 8" YFaR 
pIAlAlillaAIL HRlila"la.. yaAlllaeFlII,.. 

7 Insentif Pa&&11~ - Pasal 102 
Pemungutan (1) Iii&taRsi YSR8 FAslahs&lRsl'tsR FJ8FAWRgl::illaR paj.h sapal "iiuilFi dihilangklln 

illl88Rtiif etas Iitaear pSReQ~aiaR 'aFteRt... 
(~) RSFAIJ9riaA IR&8Atif &99 Ss a iA:lSA8 si~alE&ws pails ayet (1) 

eitstsfil\aA FA91iii1lwi AFl8S8rsR P8R8&~aleM=l ~aA ielaFtja QasF8A. 
(3) 1••eAlif Pajalt "SINh dilMapltaR 81.1:1 iKPg YilRB M8Rjafli 

Kee,IIinal8F PeRII.,••R g.eratt. 
(4) lata sara pSFAB8t=isR iRSSAtif Bslia6lgsiRUilRB ~iFRslu;lI=1g paae ayeR 

(1) siatl:llr &teRSEIR Per=atWFaR il::lpati. 

8 Nomor Register - Nemer Register Peraturan Daarah Kabupaten Tulang Bawang Tambahkan nom or 
Provinsi lamp>ung : O6ITB/2015 register 

GUBERNURLAMPUNG,
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